BAB ||

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual beli Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Positif
Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.* Menurut pasal 1540
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu
piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka
hal ini cukup untuk membebaskan debitur.?
Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas,
persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:*
a. Kewgjiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada
pembeli
b. Kewagjiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada
penjual
Menurut Salim H.S. perjanjian jua beli adalah suatu perjanjian yang

dibuat antara pihak penjua dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat

! R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 2013), hal. 366
?1bid., hal. 370
3 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 181
13
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antara pihak penjual berkewgjiban untuk menyerahkan objek jua beli
kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban
untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.* Unsur yang
terkandung dalam definisi tersebut adalah:
a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan
harga
c. Adanya hak dan kewgjiban yang timbul antara pihak penjua dan
pembeli.®
Unsur esensial perjanjian jual beli adalah penyerahan hak milik atas
suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran dan
penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah
perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.®
Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk
perjanjian yang melahirkan kewgjiban atau perikatan untuk memberikan
sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijua oleh penjua dan
penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua
sisi hukum kebendaan dan hukum perikatan.”
Pada sis hukum kebendaan, jua beli melahirkan hak atas tagihan

yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga

* Salim H.S. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), hal. 49

®1bid, hal. 56

® Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, (Y ogyakarta: Gama Media,
1999), hal. 225

" Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Jual Beli, (Jakarta: PT. Rgja Grafindo Persada,
2004), hal. 7
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jua pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatanya jual beli melahirkan
kewgjiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijua oleh penjual
dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Kitab Undang-undang
Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya sagja, yaitu
dalam bentuk kewagjiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-
masing pihak secaratimbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karenaiitu,

makajual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.®

2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Positif

Dasar hukum perjanjian jua beli beli diatur dalam pasa 1457-1540
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.’ Menurut pasal 1540
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang
yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu
cukup untuk membebaskan debitur.°

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi
tentang perjanjian sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih”.** Bunyi pasal tersebut bermakna bahwa perjanjian mengakibatkan

8 bid., hal. 8

° R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang..., hal. 366
19 bid., hal. 370

"bid., hal. 372
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seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu

perjanjian lahirlah kewagjiban atau prestasi dari satu pihak kepada satu atau

lebih pihak lainya yang berhak atas prestasi tersebut.

Pengertian perjanjian berdasarkan pasa 1313 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata mendatangkan banyak ketidakpuasan di kalangan para ahli
Hukum. Abdulkadir Muhammad menyebutkan ada kelemahan-kelemahan dari
ketentuan dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:*?

a. Hanya menyangkut satu pihak. Jika dilihat rumusan “satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, maka kata
kerja “mengikatkan” mempunyai sifat hanya dapat dari satu pihak saja.
Seharusnya rumusan itu adalah saling mengikatkan diri sehingga ada
konsensus para pihak.

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus karena pengertian
“perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan pekerjaan tanpa kuasa yang
tidak mengandung konsensus antar para pihak. Seharusnya digunakan kata
“persetujuan”.

c. Pengertian “perjanjian” dalam pasal tersebut mempunya arti yang terlalu
luas karena dapat juga mencakup pelangsungan perkawinan, janji kawin
yang diatur dalam hukum perdata. Padahal “perjanjian” yang dimaksud oleh
Buku 1l Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya perjanjian yang

bersifat kebendaan.

12 Ahmadi Miru, Kitab Undang-undang..., hal. 84
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d. Perumusan pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian
sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengadakan perjanjian itu.*®

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan
dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri  untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan.**

Menurut R. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut:
“Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, yang menimbulkan
suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua orang yang
membuatnya, dan terbentuknya berupa satu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.
Sedangkan J. Satrio mengatakan perjanjian sebagai hukum antara dua pihak
atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana ada satu pihak, serta ada
hak pihak lain dan ada kewajiban.™

Untuk dapat disebut sebagai perjanjian yang sah, maka suatu perjanjian
harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dirumuskan
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:*®
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 78
14 {tAi
Ibid., hal. 39
15 7. Satrio, Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya (Bandung: Citra Aditya Bakti
1982), hal. 24
' Ahmadi Miru, Kitab Undang-undang..., hal. 20
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2. Syarat Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal
1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya
perjanjian jual beli. Dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis
dari perjanjian.

Pasa 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:*’
1. Sepakat mereka yang merugikan dirinya.

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu kesepakatan
para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak
dalam perjanjian, jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan
kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga
dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-
sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang
diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang
sama secaratimbal balik.

Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:*®
1) Bahasayang sempurnadan tertulis.

2) Bahasayang sempurna secara lisan.
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan

dengan bahasa yang tidak sempurnatetapi dimengerti oleh lawan.

7 Abdulkadir Muhammad, Kitab Undang-undang..., hal. 78
18 salim H.S., Kitab Undang-undang..., hal. 33
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4) Bahasaisyarat asal dapat dimengerti oleh pihak lawannya.
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh lawan.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa terjadinya
kesepakatan dapat terjadi secaratertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang
melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta
otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta
yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pegabat yang berwenang
membuat akta. Sedangakan akta autentik adalah akta yang dibuat di
hadapan pejabat yang berwenang.
. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan
hukum yang dalam ha ini adalah suatu perjanjian. Perbuatan hukum
adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang
yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah
dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal
1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan
perbuatan hukum adalah:
1) Orang yang belum dewasa.

Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat
perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya
yaitu: dasar hukum pasa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgelijk Wetboek) pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang

belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumya. UU No. 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam
UU Perkawianan adalah yang belum mencapai 18 tahun. UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26. Anak adalah
setigp orang yang berumur dibawah 18 tahun. UU No. 3 tahun 1997
tentang Pengadilan Anak Pasal 1 adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18
tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 adalah setigp manusia yang berumur
dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) Anak
adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Adapun hasil dari Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung Rl menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang
tepat adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas Lex postiori
derogat lex priori (peraturan yang baru mengahapus peraturan yang
lama).*®

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

¥ R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang..., hal. 53
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Orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap
orang dewasa yang berada dalam keaadaan sakit otak, gelap mata, dan
pemboros.®

3) Seorang diri

Berasarkan Fatwa Mahkmah Agung, melalui surat earan
Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 15 September 1963, orang-orang
perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka
berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin
suaminya.

1. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian. Objek
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak (Pasal 1332
sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang
dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai Pasal 1334 adalah:*
a. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat
dihitung.
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi
objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena

tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat

2 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), hal. 29-30

# Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku |11, (Bandung: Alumni, 2006), hal.
104
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diperdagangakan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau
yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.
2. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Sebab yang halal
adalah bahwa is perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat popular karena
menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya
suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenal pihak yang membuat
perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat
mengenai perjanjian itu sendiri (is perjanjian) atau yang biasa
disebut syarat objektif.?

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif
karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga
dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan
objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi,
maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat
meminta pembatalan itu adalah pihak yang memberikan izinnya
secara bebas.”®

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi,

maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya

2 Ahmadi Miru dan SakkaPati, Hukum Kontrak..., hal. 67
2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan..., hal. 20
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perjanjian tersebut dianggap tidak dapat menuntut apapun apabila
terjadi masalah dikemudian hari.
3. Macam-Macam Jual Beli Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa macam
perjanjian jual beli, diantaranya adalah jual beli dengan percobaan, jua beli
dengan contoh, contoh dengan sistem panjar, jual beli dengan hak memberi

kembali, jual beli dengan cicilan, dan sewabeli.

a. Jua beli dengan percobaan

Jual beli dengan percobaan disebutkan dalam pasal 1463 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “jual beli yan dilakukan dengan
percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih
dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat yang
tangguh”.®* Jual beli percobaan berarti pembeli baru akan membeli
kepastian jadi tidaknya jual beli, setelah pembeli melakukan percobaan
atau mencoba barang yang hendak dibeli dalam jua beli dengan
percobaan, dibuat dengan syarat tangguh, dimana jadi atau tidaknya
transaks jua beli berdasarkan hasil percobaan itu. Misalnya dalam jual
beli sepeda motor atau mobil. Jual beli semacam ini oleh pasal 1463 BW
dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh. Penjua tidak
diwgjibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar
harganya, sedangkan penjual tidak atau telah mengizinkan penundaan

pembayaran kepadanya.

% R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang..., hal. 270
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Mencoba barang yang dibeli merupakan syarat yang menunda
pembelian. Misalnya jual beli barang-barang elektronik, sudah menjadi
kebiasaan bahwa seseorang ingin membeli barang elektronik, maka
barang tersebut harus dicoba terlebih dahulu. Kemudian barulah si
pembeli dapat menentukan jual beli terjadi atau tidak. Percobaan yang
dilakukan terhadap barang elektronik ini menunda pelaksanaan jual beli.
Jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan mulai dapat
dilaksanakan. Karena kebiasaan mencoba barang-barang tertentu, jual
beli dengan percobaan dapat terjadi secara diam-diam, disamping secara
tegas dinyatakan.

. Jual beli dengan contoh

Jual beli dengan contoh tidak disebutkan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Jua beli jenisini hanya disinggung sepintas lalu
dalam pasal 69 Kitab Unang-Undang Hukum Perdata yaitu tiap-tiap
makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan
dalam hal ini, ia pun pasti barang yang dengan perantara dia telah dijual
atas contoh, diwgibkan menyimpan barang sampa selesainya
penyerahan itu dan menandainya dengan catatan-catatan secukupnya
supaya dapat dikenal kembali.?® Jual beli dengan contoh yaitu apabila
pada waktu jua beli terjadi, pembeli belum lihat barang tertentu yang
akan dibeli, melainkan ditunjukkan sgja kepadanya suatu contoh dari

yang akan dibeli, misalnya menawarkan aat olahraga tetapi hanya

5 |bid., hal. 45
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bentuk/bodinya sgja dengan gambar dan menerangkan kegunaan dan
fungsinya. Dalam hal ini si pembeli menerima contoh itu kemudian jika
barang-barang yang dibeli tersebut baru diserahakan kepada pembeli,
maka oleh sipembeli barang-barang itu dicocockkan dengan contoh yang
ia pegang. Jika sudah cocok, jua beli terus dilanjutkan, jika tidak
membatalkan pembelian.

Sedangkan dalam kenyataanya jual beli dengan contoh ini banyak
ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjua harus menyerahkan
barang yang menjadi objek jua beli sesuai dengan contoh yang
diberikan. Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip
Subekti dan Tjitrosudibio terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli
tentang ada atau tidaknya cacat atas barang yang diserahkan, kedua belah
pihak harus membuktikannya dengan menguji kebenarannya dengan
contoh semula.”®

. Jual beli dengan sistem panjar

Jual beli denga sistem panjar diatur dalam pasa 1464
KUHPerdata: “jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar,
maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan
menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.

Jual beli dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang
dilakukan antara penjual dengan pembeli. Dimana jual beli itu pihak

pembeli menyerahkan uang panjar atas harga barang, sesuai dengan

*® | bid., hal. 192
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kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam sistem jual beli itu dengan
menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.®’
d. Jua beli dengan hak membeli kembali.

Ketentuan mengenal jual beli dengan hak membeli kembali dapat
ditemukan dalam pasal 1519 sampai dengan pasal 1532 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali,
para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat memperjanjikan pembeli
dengan mengembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain
yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Waktu yang diperjanjikan untuk
membeli kembali barang yang sudah dijual itu tidak boleh lebih dari 5
tahun (pasa 1519 KUHPerata). Apabila setelah lampau waktu yang
diperjanjikan, penjual tiak membeli kembali, maka perjanjian untuk
membeli kembali itu gugur. Dalam jua beli dengan hak membeli
kembali, apabila objeknya barang bergerak, maka hak untuk membeli
kembali itu hanya ada pada penjua pertama, sedangkan untuk barang
tidak bergerak, hak membeli kembali itu tetap ada walaupun barang itu
berada pihak lain.?®

e. Jua beli dengan cicilan | beli dengan cicilan/ angsuran.

Jual beli cicilan secara umum diatur dalam pasal 1576 sampai

dengan pasal 1576 KUHPerdata Belanda, tetapi tidak dimuat dalam

KUHPerdata Indonesia. Dalam jual beli dengan cicilan, hak milik atas

103

*” Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku 11, (Bandung: Alumni, 2006), hal.

%% |bid., hal. 20
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barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang diserahkan
walaupun barang belum lunas dibayar, dimana pelunasan barang
dilakukan dengan cara mencicil. Begitu pembeli menerima barang,
seketika itu juga ia berhak menjual barang itu, walaupun harga belum
lunas. Jual beli dengan cicilan ini biasanya menggunakan uang panjar,
yang ditentukan oleh penjual. Sisanya dibayar dengan waktu yang telah
ditentukan kedua belah pihak.?®
. SewaBeli

Sewa beli juga jua beli dengan cicilan, diatur daam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Dalam hal ini pembayaran
dilakukan dengan cara berangsuran. Dalam sewa atau jua beli, pembeli
tidak langsung menjadi pemilik barang, melainkan hanya sebagai
pemaka belaka sgja. Milik atas barang yang disewa belikan itu baru
berpindah kepada pembeli, apabila seluruh harga telah dibayar lunas.
Selama harga barang belum dibayar lunas, pembeli tidak boleh menjual
barang.*

Sewa beli termasuk dalam jenis perjanjian jua beli, dan tidak
termasuk dalam jenis perjanjian sewa menyewa, meskipun merupakan
campuran dari kedua jenis perjngjian tersebut. Oleh karena itu hubungan
pembeli dan penjua seperti hubungan sewa menyewa sga, dimana

pembeli berhak memakai dan menikmati barang.

| bid., hal. 255
% |bid., hal. 257
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Pembayaran ini bukan sebagai imbalan atas pemakaian barang,
tetapi sebagal cara untuk memperoleh hak milik. Mengenai wanprestas,
jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi harga barang
disewa belikan, maka barang diambil oleh pemiliknya (penjual) dan
dengan sendirinya sewa beli menjadi batal. Dengan sistem yang seperti
ini, terlihat bahwa penjual atau pemilik barang berada di pihak yang kuat
atau menguntungkan dan pembeli atau penerima barang berada di pihak

yang lemah.

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Jual Bédli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli
memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya
perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan
demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu
peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal
ini terjadilan hukum jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang
dikemukakan ulama figh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing
definisi adalah sama™' Para Ulama memberi definisi tentang jua beli

sebagai berikut:*

3! Nasroen Haroen, Figh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 111
* Ibid., hal. 52
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a. Menurut ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua
macam, yaitu: pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara
khusus yang diperbolehkan.®

b. Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jua beli yang
bersifat umum dan jua beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti
umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan
kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua
beleh pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti
penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang
bukan manfaat ialah bahwa benda yang dipertukarkan adalah dzat
(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya
atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus iaah ikatan tukar
menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang
mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak,
bendanya dapat diredisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak
merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak,
barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih
dahulu.®

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari
jua beli iadah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang

mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu

% Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 74
% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 69
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menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.
2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli di syariatkan berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’.

a. Berdasarkan al-Qur’an
)y g ey
Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Al- Bagarah : 275)
Masdlah perdagangan sebenarnya sudah dimulai dari bangsa
Arab. Ketika Rasulullah diutus, Sedang waktu itu bangsa arab telah
memiliki beraneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu,
sebagian yang mereka lakukan pada saat itu dibenarkan oleh Rasulullah
Saw, sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-Qur“an atau syariat
yang dibawa olehnya *
b. Berdasarkan hadis
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat

manusia mempunyai landasan yang kuat, sebagai berikut:

olg) g q Sy ey Jor ! Jae 1 B SCb) Sl L;TMJQ;&\L;LP&\&M

(Jﬁ;;- A

% Depag RI, 1999. Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Toha Putra), hal. 122
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Nabi Muhammad SAW pernah di tanya: apakah profesi yang paling
baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap
jual beli yang diberkahi”.®

c. Berdasarkan Ijma’

Ulamatelah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang
lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang
sesuai.*’

Sudah sangat jelas bahwa jua beli adalah kebutuhan semua
manusia, sehingga Allah menghalalkannya, namun ada sebagian jual beli
yang dilarang yaitu jua beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa
syariat Islam.

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhn-
kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan, papan
dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan
tidak pernah terhenti selama manusiaitu hidup . Oleh karenaitu, tiak ada
satu hal pun yang lebih sempurna dalm memenuhi kebutuhan itu selain
dengan cara pertukaran, yaitu di mana seorang memberikan apa yang ia
miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang
lain sesuai kebutuhan. Sebab syariat merupakan bagian dari fitrah dan

realitas manusia yang selalu ada dan senantiasa melekat kuat, di dalam

% |man Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad HambalKitab Musnad Asy-Syamsiyin Jilid
I, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal . 94
37 gyafei, Figh Muamalah,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 75
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syariat islam juga terdapat berbagai kaidah yang mengandung unsure-
unsur dinamis yang memungkinkan syariat tersebut tetap berlaku di
setiap zaman.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat
sgjak zaman dahulu yaitu sgak zaman para Nabi hingga saat ini dan
Allah SWT mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan
keldluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Allah SWT maha
mengetahui lagi maha bijaksana, tiak ada yang dapat menolak ketetapan-
Nya dan Allah SWT tidak dimintai pertanggungjawaban.®®

3. Rukun Jual Beli
Rukun jual beli adatiga, yaitu:
a. Keduabelah pihak yang berakad (agidain)

Adgidain adalah pihak-pihak yang melakukan agad, yaitu mereka
yang membuat ijab dan gabul, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.

b. Objek akad (ma’kud alaih)

Ma’qud ‘alaihi, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan
salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang
berharga. *°

c. ljab kabul (sighat)
Akad (ijab gabul) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan gabul dilakukan, sebab

* Kutbuddin Aibak, Membaca Kembali Eksistenss Hukum Islam Dalam Keragaman
Hidup dan Kehidupan. November 2017 “Ahkam volume 5 No. 2. http://ejournal.iain-
tulungagung.ac.id index.php ahkam/article/view/788. 24 Januari 2019. Pukul 10.00

¥ Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 111
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ijab kabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan
kabul dilakukan dengan lisan.*
4. Syarat Jual Beli
Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:
a. Syarat sah penjual dan pembeli (Agidain)

1) Berakal, agar tidak mudah tertipu. Orang gila atau orang bodoh tidak
sah jua belinya, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
Oleh karena itu, orang bodoh dan orang gila tidak diperbolehkan
menjual harta sekalipun harta tersebut adalah miliknya sendiri.*

2) Kehendak sendiri, tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa
kehendaknya untuk melakukan tukar menukar hak miliknya dengan
hak milik orang lain. *?

3) Baligh, orang yang melakukan jual beli harus baligh, maka dari itu
tidak sah akad yang dilakukan anak kecil karena mereka tidak
termasuk ahli tasharuf (ahli mengendalikan harta) dan dikhawatirkan
terjadi penipuan.®®

b. Syarat sah objek akad (Ma'qud Alaih)

1) Barang yang diperjual-belikan harus suci

2) Memberi manfaat menurut syara’, tidak boleh menjua barang yang
tidak bisa dimanfaatkan, baik karena terlalu sedikit seperti dua biji

gandum atau tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga

“0 Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 70

“! Ibid., hal .74

“2 Sudirman, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1972), hal. 142

“3 |drus Ahmad, Figh Menurut Madzab Syafi’i, (Jakarta: Widya Jakarta, 1969), hal. 8
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yang membahayakan, tidak ada manfaat yang dianggap syar’i yang
dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat
yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat. Menurut Sardar
sebagaimana dikutip Kutbuddin Aibak, syariat merupakan inti
pandangan dunia Isslam merupakan batang tubuh pengetahuan yang
memberikan tujuan yang baik bagi peradaban muslim dan sarana yang
penting untuk beradaptas dengan perubahan dan sebagal system
gjaran yang umum yang ditetapkan Allah berkaitan dengan hubungan
manusia dengan Tuhan (ibadah), dengan sesama manusia, dan hidup
dengan manusia dengan kemanusiaannya.**

3) Barang itu dapat diserahkan, tidak boleh menjual barang yang tidak
mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan dalam air,
unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, karena ini
termasuk gharar (menipu).

4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin
pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang
diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya,
takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, sehingga tidak akan

menimbulkan keraguan salah satu pihak.

* Kutbuddin Aibak, Membaca Otoritas Dalam Hukum |slam Bersama Khaled M. Abou
El Fadl, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2017), hal. 78-79
“® suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 73



35

c. Syarat sah ijab kabul (Sghat)
1) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah (satu
majlis).
2) Ada kesepakatan dalam ijab gabul pada barang yang saling merelakan
di antara kedua belah pihak.
3) Ungkapan harus menunjukan masa lalu (madhi) atau masa sekarang
(mudari’).*

Jual beli dengan sistem borongan sebenarnya memiliki kesamaan
dengan sistem jual beli salaf dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui,
jua beli dengan idtilah salaf, yang memiliki arti estimologis “dahulu”
(sabiqg), karena sistem pembayaran akad salaf harus didahulukan dari
penerimaan barang (muslam fyh). Adapun secara terminologi, jual beli salaf
adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual
suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran
modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudikan hari
yang disifatkan dalam pertanggungjawaban, dengan ucapan menyerahkan.*’
Berdasarkan ayat Al-Qur an dan Hadis Nabi di atas, praktek jual beli salaf
berarti dibenarkan dalam Islam.

Dasar hukum salaf adalah sebagai berikut:
a. Al-Quran

50818 Al Jal 1) ol 205130 ) siale Cudll 1alG

“*Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma’arif,
1987), hal. 128

* Miftahul Khairi, Ensikiopedia Figh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Cet-1,
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 137
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amal ah, tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
(QS. Al-Bagarah : 282)®

b. Al-Hadis

( ) esbia Jal ) o stes 0555 o st SIS 3 Gallilh 3 8 Gl

“Siapa saja yang melakukan jual beli salaf, maka lakukanlah dalam
ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”.
(HR. Bukhari-Muslim)

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jua beli salaf, menurut
mayoritas ulama adalah, pertama, orang yang berakal, baligh, dan berakad.
kedua, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, dan
harganya. ketiga, ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syarat jual beli salaf adalah: pertama, syarat yang
terkait dengan moda/harga, harus jelas dan terukur, berapa harga
barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama, sampa pembayaran
terakhirnya. kedua, syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) salam
harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Menurut Imam Malik Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan
transaks salam, didukung oleh enam syarat: 1) jenis diketahui 2) sifatnya
diketahui 3) kadarnya diketahui 4) tempo yang diketahui 5) harga yang
diketahui dan 6) harga yang diserahkan di kalaitu juga. Kebolehan transaksi

salaf, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diakadkan,

48

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:
Y ayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979).
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sebaliknya Hanafi tidak menyepakati, karena kebolehan salaf terletak pada
keberadaan benda tersebut dari waktu ke waktu. Sementaraitu, ada sebagian
ulama yang mengecualikan emas dan perak, dengan aasan terlalu dekat
dengan larangan riba. Karena itu, kemungkinan riba tersebut terkait dengan
mempercepat pembayaran, memperlambat penyerahan barang, sementara
harapan keuntungan tidak bisa dihindarkan.

Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama
yang kami ketahui berijma bahwa akad salaf adalah boleh karena
masyarakat memerlukannya.” Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan
barang dagangan yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau
untuk tanamannya dan sgenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga
akad salaf ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan para fugaha™ mendefinisikannya sebagai transaksi atau
suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual
dan diberikan dikemudian hari, namun dengan harga tunai yang diterima
ditempat transaksi.*® Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun
barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang
menunjukkan bahwa jual beli ini syar’i (sesuai dengan syariat) ialah nash.
Imam ash-Shadig a.s berkata, “Tidak apa-apa jual beli “as-salaf ” jika
engkau terangkan sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya,

dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-giginya.

hal. 91

*9 Shahih al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fighi Juz 2, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013),
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Ketika Allah SWT memerintahkan pencatatan, kemudian memberi
keringanan dalam hal persaksian jika transaks dilakukan dalam perjalanan
dan tidak ditemukan pencatat, maka perintah tersebut bisa mengandung
hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk.*® Akad salaf
merupakan transaks yang kronologi penamaannya terkait erat dengan
subtansi akad, yakni keharusan serah terima ra“s al-mal (modal salaf)
terlebih dahulu di majlis sebelum serah terima barang (muslam fyh).
Termasuk aturan dalam salaf adalah jika barang yang dijual dengan cara
salaf tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjua buah
tertentu dengan cara salaf, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu,
maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga
barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk
membatalkan salaf dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu
akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya.
Kaau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah),
makaiadiberi gantinya.

Perbedaan salaf dan akad jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, ra’s al-mal tidak boleh diganti sebelum serah
terima dengan penjua (muslam ilyh), serah terima ra’sul mal
merupakan syarat bagi sahnya serah terima ra’sul mal merupakan
syarat bagi sahnya akad salaf. Berbeda dengan jua beli, harga bisa

diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahterimakan waktu

%Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi*i Jilid 1Surah Al-fatihah-Ali
Imran, (Jakarta: Almahira, 2007), hal. 500
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akad. Untuk muslam fyh tidak boleh ada penggantinya, begitu juga
dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. Jika muslam
melakukan pembatalan atas sebagian kontrak, dengan mengambil
sebagian ra’s al-mal dan muslam fyh, maka diperbolehkan menurut
mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual beli.

b. Penjual (muslam ilyh) tidak diperbolehkan meminta muslam untuk
lepas dari ra’sul mal tanpa persetujuannya, jika muslam setuju, maka
akad salam batal. Serah terima ra’sul mal merupakan syarat syahnya
akad salaf, berbeda dengan serah terima harga dalam jual beli.
Sebaliknya, dalam akad salaf muslam boleh melakukan ibra’ atas
muslam fyh, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan.

c. Muslam boleh melakukan hawalah, kafalah dan rahn atas ra’s al-mal,
begitu juga muslam ilyh atas muslam fiih. Dengan catatan, ra’sul mal
harus diserahkan muhal,alyh (pihak yang menerima pengalihan piutang
dari muhil), kafil orang yang menanggung pekerjaan), rahin (orang
yang memberikan jaminan) pada saat melakukan akad.

Pensyariatan salaf sesuai dengan tuntutan syariatan salam, dalamnya
tidak ada pertentangan dengan giyas. Sebagaimana boleh menangguhkan
penukar dalam jua beli, boleh pula menangguhkan barang yang dijua
dalam salaf, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Dalam surat Al-
Bagarah dijelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang untuk waktu

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
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Ha yang dimaksud dengan larangan ini adalah bahwa seseorang
tidak boleh menjual apa yang tidak mampu diserahkannya. Sesuatu yang
tidak mampu diserahkannya adalah sesuatu yang tidak ada padanya dalam
pengertian yang sebenarnya sehingga penjualannya adalah penipuan dan
pertaruhan. Adapun penjualan sesuatu yang dideskripsikan dan dijamin
dalam tanggungan, disertai dengan keyakinan akan kemampuan untuk
menunaikannya pada saatnya, sama sekali tidak termasuk ke dalam masalah
ini.

Diperbolehkannya muamalah semacam ini termasuk kemudahan dan
toleransi yang diberikan oleh syari’at Islam. Sebab muamaah ini
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan kemasl ahatan
mereka
a Rukun Akad Salaf

1) Shighah
Shighah atau bahasa transaksi dalam akad salaf meliputi ijab dan
gabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salaf (pesan)
dan persetujuan.
2) Agidain
Agidain dalam akad salaf meliputi muslim dan muslam alyh.

Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli).

Sedangkan muslam ilyh adalah pihak yang bertanggung jawab atas

pengadaan barang pesanan (muslam fyh) atau penjual.

3) Ra‘sal-Mal
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Ra’s al-mal adalah harga dari musam fyh yang harus
dibayarkan dimuka oleh pihak muslim.

4) Muslam Fyh

Muslam fyh adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan
pihak muslimilyh.
b. Syarat Akad Salaf
Salaf adalah salah satu macam jual beli sehingga syarat-syaratnya
sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dengan penambahan
syarat-syarat sah yang khusus berikut ini:

1) Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (muslam fyh),
syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar
dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat
dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga
kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada
penyebutan jenis dan sifat tersebut) jika terjadi perselisihan.
Sebagaimana sabda Nabi yang artinya: Barang siapa melakukan salaf
atas yang artinya: Barang sigpa melakukan salaf atas sesuatu, maka
hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang
jelas, dan hingga waktu yang jelas (muttafaq alyh). Menurut
Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, wujudnya barang (muslam fyh)
hanya disyaratkan ketika waktu jatuh tempo penerimaan (hulul), dan
tidak disyaratkan harus wujud ketika waktu akad. Sedangkan menurut

Abu Hanifah, muslam fyh harus wujud segjak akad dilangsungkan
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hingga waktu jatuh tempo (hulul). Barang (muslam fyh) harus
berstatus hutang dalam tanggungan, sehingga tidak sah apabila
berstatus barang yang tertentu secara fisik. Sebab, bahasa salaf
memiliki konsekuensi logis yang diakadi bersifat utang atau
tanggungan.>

2) Hendaknya harga diserah terimakan di tempat pelaksanaan akad. Di
dalam hadist yang menjelaskan bahwa melakukan salaf atas sesuatu,
maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas.
Melakukan salaf artinya membayar. Imam Syafi’i mengatakan:
“Istilah salaf tidak akan berlaku hingga barang yang di-salaf-kan
dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima salaf.
Sebab bila harganya tidak ditrima ditempat transaksi, maka transaksi
ini menjadi jual beli utang dengan utang.>

3) Ditentukan temponya secara jelas. Barang yang di salaf-kan (muslam
fyh) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah
ditentukan. Hendaklah barang yang dijual dengan cara salaf bukan
termasuk benda yang sudah nyata, tetapi hutang yang terjamin.
Penyerahan barang yang dijual dengan cara salaf  hendaknya
dilakukan ditempat terjadinya transaks jika memungkinkan. Jika
kedua belah pihak telah setuju dengan lokasi penyerahan barang,

barulah salaf boleh dilakukan. Namun jika keduanya masih berselisih

> Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi “i Jilid 2, (Jakarta:Almahira, 2010), hal. 30
>? Shahih Al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Figh Juz 2..., hal. 94
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tentang lokasinya, maka dikembalikan ke tempat transaksi semula jika

memungkinkan, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salaf
telah memutuskan ketentuan tentang pembayaran harus dilakukan pada saat
kontrak disepakati.>® Apabila keduanya telah berpisah sebelum pembayaran
harga atau mereka telah mengambil kesepakatan akad sebelum pembayaran
diterima, akad tersebut batal. Kecuali bila sebagian harga telah dibayar,
sedang sebagian yang belum diserahkan berikut barang pesanan yang
menjadi kompensasi pembayaran tersebut, hukumnya sah. Seandainya
penerima pesanan menerima pembayaran dimgelis akad, lau
menitipkannya kepada pemesan sebelum meninggalkan tempat itu, akad ini
hukumnya boleh.

Akad salaf tidak disyaratkan harus kredit (ditangguhkan), menurut al-
madzhab. Sebagimana telah disinggung di depan akad salaf sah dilakukan
baik secaratunai maupun ditangguhkan hingga waktu tertentu. Apabila akad
salaf diharuskan secara mutlak menentukan tunai atau kredit, sementara
barang pesanan telah ada, maka akad tersebut haruslah berlangsung secara
tunai.

Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan
barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Bila tidak
memberikan ongkos kirim, maka pemesan tidak berhak menentukan tempat

penyerahannya. Atau hendaknya barang yang dijua dengan cara salaf

53 Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salaf.
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diduga kuat telah tersedia saat jatuh tempo, agar barang tersebut bisa di
serahkan pada waktunya. Bila barang yang di salaf kan tidak ada saat jatuh
tempo, maka salaf tersebut tidak sah. Sedangkan tempo penyerahan harga
juga harus diketahui untuk menghindari kerugian. Tidak ada batas untuk
panjang pendeknya tempo tersebut, selamatidak tergolong kesia-siaan.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa jual beli salaf itu adalah
penjualan dengan ditangguhkan atau dilakukan dengan tunai. Penjualan
yang ditangguhkan penyerahan barangnya tidak akan mengurangi manfaat
barang yang ditangguhkan. Namun apabila penjualan itu dilakukan dengan
penyerahan langsung barangnya secara akad, hal itu lebih utama demi
menghindari terjadinya penipuan dan mengurangi resiko kerusakan barang
akibat halangan yang tidak terduga seperti adanya penyakit yang tiba-tiba
menyerang dan merusak buah yang diperjualbelikan. Akibatnya bisa
merugikan dari salah satu pihak.

Adapun dalil dari hadist Nabi Saw adalah riwayat Ibnu Abbas.ra
bahwa ketika Rasulullah Saw, saat itu ada orang yang menjual buah yang
masih dipohon dan buahnya diambil ketika sudah tua siap dipanen dalam

waktu satu tahun. Kemudian beliau bersabda:
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Artinya: “lbnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu ‘alyhi wa Sallam
datang ke Madinah dan penduduknya biasa membeli buah untuk masa
setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa membeli buah
maka hendaknya ia membelinya dalam takaran, timbangan, dan masa
tertentu. “Muttafaq Alyhi. Menurut riwayat al Bukhari: *“Barangsiapa
membeli sesuatu”.>*

5. Jual Beli Caraljon atau Borongan

Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta
dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan. Jual beli harus mengandung
unsur muwwadhoh yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi,
sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.
Syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada di pohon adalah
tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak
diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal
itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan daam proses jua beli.
Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa
dipastikan, karena kemungkinan adanya penyakit yang menyerang pohon
sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya kenampakan
buah, ukuran buah juga menjadi petimbangan dalam penjualan buah yang
masih berada di pohonya.

Buah yang masih berada di atas pohon bisa untuk diperjualbelikan,

tidak hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda, lebih

> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asgalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam,
Hadist No. 875, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, (Tasikmalaya:
Pustaka Al-Hidayah, 2008), hal. 74
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lanjut buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum
masak. Artinya, tidak diperbolehkan buah yang kecil dan belum masak
untuk diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

Jual beli dengan sistem tebasan sebenarnya memiliki kesamaan
dengan sistem jua beli salam/salaf dalam hukum Islam. Sebagaimana
diketahui, salam adalah jua beli dengan cara ditangguhkan penyerahan
barangnya pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh penjua dan
pembeli saat akad jual beli dilakukan.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa jual beli salaf itu adalah
penjualan dengan ditangguhkan atau dilakukan dengan tunai. Penjualan
yang ditangguhkan penyerahan barangnya tidak akan mengurangi manfaat
barang yang ditangguhkan. Namun apabila penjualan itu dilakukan dengan
penyerahan langsung barangnaya secara akad, hal itu lebih utama demi
menghindari terjadinya penipuan dan mengurangi resiko kerusakan barang
akibat halangan yang tidak terduga seperti adanya penyakit yang tiba-tiba
menyerang dan merusak buah yang diperjualbelikan. Akibatnya bisa

merugikan dari salah satu pihak.

Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu
diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh pendliti lain. Segjauh
pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema

“Jual Beli dengan sistem ijon” antara lain:
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Skripsi yang ditulis oleh Dwi Puspita pada tahun 2012 dengan judul
“Jual Beli Buah Pisang dengan sistem ijon menurut Mahzab Maliki”.
Penelitian ini berisi tentang jua beli yang belum pasti boleh atau tidaknya
tapi banyak masyarakat perdesaan yang tidak tahu hukumnya bagaimana
tetapi tetap menggunakan sistem tersebut.> Persamaan dari pendliti di atas
terhadap penelitian yang sayateliti sama-sama memakai sistem jual beli ijon
tersebut, ketika antara kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian yang
sudah dibuat maka jual beli dianggap sah meskipun barang itu belum
diserahkan dan harganya belum dibayar, tetapi ketika antara kedua belah
pihak tidak setuju maka jual beli tidak bisa dilanjutkan dan dianggap batal.
Perbedaannya peneliti tersebut memaka pendapat Mahzab Maliki dan
peneliti ini menggunakan Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Magfiroh pada tahun 2008 dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli menggunakan sistem
Borongan”. Penelitian ini berisi tentang membeli sesuatu dengan sistem
borongan barangnya masih belum dipetik tetapi uangnya sudah dikasih.*®
Persamaannya samasama memakai sistem borongan atau ijon.
Perbedaannya peneliti tersebut sudah memberikan uang ketika barangnya
belum dikasih dan jika penelitian yang saya teliti masih melakukan sebuah

Perjanjian belum ada serah terima antara barang dan uang.

> Dwi Puspita“Jual Beli Buah Pisang dengan sistem ijon menurut Mahzab Maliki”,
Skripsi, ,(Tulungagung: 1AIN, 2012), hal. 53, dalam http//iain-tulungagung. ac.id diakses pada
tanggal 23 November 2018 pukul 10.50 WIB.

*® Siti Magfiroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli menggunakan sistem
Borongan Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta:UIN Sunan
Kalijaga, 2008), hal 49, dalam http//uin-sunankalijaga. ac.id diakses pada tanggal 23 November
2018 pukul 11.00 WIB.
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Skripsi yang ditulis oleh Nika Ardiyanti pada tahun 2015 dengan
judul “Sistem ljon Dalam Jual Beli lkan Dikecamatan Seruyan Hilir”.
Penelitian ini berisi tentang dalam jual beli ikan dengan sistem ijon para
nelayan dipaksa harus menjua hasil tangkapan ikannya kepada juragan ikan
untuk dipinjamkan kepada nelayan dan dari segi harga hanya menurut
ketentuan dari pihak juragan.>” Sama-sama menggunakan sistem ijon. Jenis
barang yang diperjuabelikan berbeda dan di penelitian tersebut atas dasar
paksaan tidak saling sama suka dan harganya harus menurut penjual jadi
pembeli tinggal menerima keputusan penjual.

Skripsi yang ditulis oleh Haikal Robik pada tahun 2013 yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan
Sistem Tebasan di Dusun Baong Umbulharjo Cangkringan Sleman
Yogyakarta”. Skripsi ini memaparkan bahwa jua beli tersebut boleh
dilakukan dengan landasan kedua belah pihak saling ridha dan dampak
terhadap lingkungan.®® Persamaan antara penjual sama-sama ridha terhadap
jua beli yang sudah disepakati. Perbedangan terkait barang yang dibuat
penelitian berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Anna Dwi Cahyani yang berjudul “Jual Beli
Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan

Dukuh Turi Tegal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini

> Nika Ardiyanti “Sistem ljon Dalam Jual Beli |kan Dikecamatan Seruyan Hilir
Palangkaraya”, Skripsi, (Palangkaraya: 1AIN, 2015), hal. 46, dalam http//iain-palangkaraya. ac.id
diakses padatanggal 23 November 2018 pukul 11.30 WIB.

8 Haikal Robik, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem
Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Y ogyakarta”, Skripsi, (Y ogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2016) hal. 39, dalam http//uin-sunankalijaga. ac.id diakses pada tanggal 23
November 2018 pukul 11.40 WIB.
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memaparkan bahwa jual beli tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara
menimbangnya terlebih dahulu sebelum dijual, supaya jelas dalam
penakaran dan timbangannya > Persamaan sama-sama menerapkan jual beli
ijon atau borongan. Perbedaannya terkait bendanya yang dibuat penelitian
berbeda dan peneliti di atas meneliti menurut perspektif Sosiologi Hukum
dan penéliti ini meneliti menurut Hukum Perata dan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Mufidah yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan
Jatibarang Kabupaten Indramayu”, disimpulkan dari hasil penelitiannya
bahwa praktik jual beli mangga di Desa Pawidean yang meliputi akad yang
digunakan sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan melihat syarat, rukun
dan cara penyampaiannya sudah terpenuhi. Praktik pengurangan timbangan
yang terdapat kecurangan tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan
kecurangan-kecurangan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan
dapat menyebabkan perselisihan.® Persamaan jenis buah yang diteliti sama.
Perbedaannya peneliti di atas meneliti menerapkan jual beli buah manggga
menurut Hukum Islam, sedang peneliti ini meneliti jual beli buah mangga
dengan sistem ijon menerapkan Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Skripsi yang diteliti oleh Vember Wahyu Afandi yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama Tentang Praktik

% Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec.
Dukuh Turi Tegal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Skripsi, (Y ogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal.
44, dalam http//uin-sunankalijaga. ac.id diakses pada tanggal 24 November pukul 08.30 WIB.

® Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa
Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga, 2008), hal. 56, dalam http//uin-sunankalijaga. ac.id. diakses pada tanggal 24 November
2018 pukul 09.00 WIB.
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Jual Beli Potongan (Studi Kasus di Desa Candiwulan Kec.Kutasari Kab.
Purbalingga)”. Dijelaskan bahwa skripsi ini menitikberatkan pada proses
jual beli tanaman dengan cara Adol Potongan.®* Pesamaan sama-sama
menerapkan sistem jual beli. Perbedaannya peneliti meneliti menurut
Hukum Islam sedangkan pendliti ini meneliti menerpkan Hukum perdata
dan Hukum Islam.

Skripsi Yusuf Nizar yang berjudul “Jual Beli Mendong Secara
Tebasan Perspektif Hukum Isdam (Studi di Kelurahan Margabakti
Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya)”, dijelaskan bahwa skripsi ini
menitikberatkan pada jua beli dengan cara tebasan dengan cara diambil
semua buahnya baik buah yang masih muda maupun sudah tua.®? Persamaan
sama-sama memakai sistem ijon atau tebasan. Perbedaannya barang yang
diteliti dan tempat yang dijadikan penelitian berbeda, peneliti di atas
menggunakan mendong sedangkan peneliti ini menggunakan buah mangga.

Dengan demikian, setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa
karya tulis yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari
dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang
telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang

membedakan sekaligus keaslian skripsi ini adalah objek kaian yang

®1 v ember Wahyu Afandi, “Tinjauan Hukum Islam dan Pendapat Para Tokoh Agama
Tentang Praktik Jual Beli Tanaman Secara Adol Potongan Sudi Kasus di Desa Candiwulan Kec.
Kutasari Kab. Purbalingga)”, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016), hal. 37, dalam
http//stain-purwokerto. ac.id diakses padatangga 25 November 2018 pukul 08.00 WIB

®2 Yuzuf Nizar, “Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam Studi di
Keluarahan Margabakti Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN
Sunan kalijaga, 2012), hal 43, dalam http//uin-sunankalijaga. ac. id diakses tanggal 25 November
2018 pukul 08.30 WIB
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berbeda, lokasi penelitian berbeda, dimana penyusun berusaha secara
khusus menganalisis praktek “Jua Beli Buah Mangga Dengan Cara ljon
Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngepung

Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)”.



